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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN  

Pada Bab V ini akan memaparkan mengenai kesimpulan dan saran dari 

permasalahan hukum yang diangkat oleh Penulis dalam penelitian hukum ini. 

Kesimpulan dalam Bab V ini adalah jawaban yang berdasarkan pada hasil 

penelitian yuridis normatif terhadap rumusan-rumusan masalah yang telah 

dipaparkan pada Bab I. Adapun rumusan-rumusan masalah yang dijawab yaitu 

konsistensi antara ketentuan mengenai IPT dan pelepasan tanah aset kota 

Surabaya dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dapatkah 

Pemegang IPT di kota Surabaya mengajukan permohonan hak atas tanah. 

Dalam Bab V ini, penulis juga akan memberikan saran-saran yang dianggap 

perlu terkait dengan permasalahan hukum yang diangkat dalam penelitian 

hukum yang berjudul “Permohonan Hak Atas Tanah Oleh Pemegang Izin 

Pemakaian Tanah Di Kota Surabaya”. 

5.1. Kesimpulan  

5.1.1 Konsistensi Ketentuan Mengenai Izin Pemakaian Tanah Di Kota  

 Surabaya Dengan Peraturan Perundang-Undangan Yang 

 Berlaku 

  IPT diberikan di atas tanah yang telah bersertifikat Hpl dan di atas tanah 

yang belum bersertifikat Hpl. IPT yang berdiri di atas tanah Hpl yang dapat 

dibuktikan sertifikat Hplnya oleh Pemkot Surabaya terletak di kelurahan 

Baratajaya, Gubeng Erlangga, Gubeng Kertajaya, Pucangsewu, Dukuh 

Kupang, Kapas Krampung, Dupak, Tambakrejo, Wonorejo, dan Tambaksari, 

sedangkan IPT yang berdiri di atas tanah Hpl yang tidak dapat dibuktikan 

sertifikat Hplnya oleh Pemkot Surabaya terletak di kelurahan Jagir dan 

Ngagelrejo. BMD yang berupa tanah harus disertifikatkan atas nama 

pemerintah daerah yang bersangkutan. Sertifikat tersebut berfungsi sebagai 
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bukti kepemilikan yang sah secara hukum dan digunakan sebagai dasar apabila 

pemerintah daerah akan melakukan perbuatan hukum dengan pihak ketiga. 

Berdasarkan hal tersebut, maka pemberian IPT yang dilakukan oleh Walikota 

Surabaya/Pejabat yang ditunjuk kepada Pemegang IPT di atas tanah yang 

belum bersertifikat Hpl Pemkot Surabaya merupakan tindakan yang 

memberikan sesuatu yang melebihi hak yang ada padanya.  

Pemberian IPT oleh Walikota Surabaya/Pejabat yang ditunjuk kepada 

Pemegang IPT dalam kapasitasnya sebagai Pejabat Tata Usaha Negara tidak 

dapat dibenarkan secara hukum karena bentuk pemanfaatan atas tanah yang 

berstatus Hpl oleh pihak ketiga yang sesuai dengan hukum tanah adalah 

pemberian hak atas tanah di atas tanah Hpl yaitu Hak Pakai, HGB, bahkan Hak 

Milik, bukanlah IPT. Pemberian hak atas tanah lebih memberikan kepastian 

hukum kepada Pemegang IPT karena didaftarkan ke Kantor Pertanahan untuk 

diterbitkan sertifikat sebagai bukti hak, sedangkan IPT tidak didaftarkan ke 

Kantor Pertanahan. Selain itu, berdasarkan pada tujuan dan penjelasan pada 

Bagian Umum dari Perda Surabaya No.3/2016, Perda Surabaya No.3/2016 

hadir dalam rangka untuk mengoptimalkan pemanfaatan tanah milik/dikuasai 

oleh Pemkot Surabaya, maka terhadap tanah yang tidak dipakai untuk 

penyelenggaran Pemkot Surabaya dapat dimanfaatkan oleh masyarakat melalui 

pemberian IPT oleh Walikota Surabaya/Pejabat yang ditunjuk. Berdasarkan hal 

tersebut, maka bentuk pemanfaatan BMD yang digunakan oleh Pemkot 

Surabaya kepada pihak lain bukanlah dalam bentuk IPT, namun menggunakan 

bentuk pemanfaatan BMD berupa tanah yang diatur dalam Pasal 27 PP No.27/ 

2014 dan Pasal 81 Permendagri No.19/ 2016 yaitu  sewa, KSP, BGS/BSG, dan 

KSPI dengan memperhatikan ketentuan mengenai subjek dan objek dari 

masing-masing bentuk pemanfataan BMD tersebut seperti yang sudah 

dipaparkan pada Bab IV.  
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5.1.2 Konsistensi Ketentuan Mengenai Pelepasan Tanah Aset Kota

 Surabaya Dengan Peraturan Perundang-Undangan Yang 

 Berlaku 

Hadirnya Perda Surabaya No.16/2014 yang mengatur tentang Pelepasan 

Tanah Aset Kota Surabaya mengandung 2 makna. Makna yang pertama adalah 

Perda Surabaya No.16/2014 merupakan bentuk itikad baik dari Pemkot 

Surabaya yaitu memberikan kesempatan kepada Pemegang IPT yang 

memenuhi syarat dan kriteria tertentu untuk memperoleh hak atas tanah 

terhadap tanah yang dimiliki/dikuasai oleh Pemkot Surabaya dan telah tercatat 

dalam Daftar BMD. Makna yang kedua adalah hadirnya Perda Surabaya 

No.16/2014 menggambarkan bahwa Pemkot Surabaya telah memposisikan 

dirinya sebagai pemilik yang sah secara hukum terhadap tanah yang 

disengketakan.  

Berdasarkan pada Pasal 1 angka 7 Perda Surabaya No.16/2014, pelepasan 

tanah adalah suatu kegiatan pemindahtanganan BMD berupa tanah aset Pemkot 

Surabaya kepada Pemegang IPT melalui pemberian kompensasi dalam bentuk 

uang. Kegiatan pemindahtanganan BMD berupa tanah yang diatur dalam Perda 

Surabaya No.16/2014 harus menggunakan bentuk pemindahtanganan BMD 

yang diatur dalam PP No.27/ 2014 dan Permendagri No.19/2016 yaitu 

penjualan, tukar menukar, hibah, dan penyertaan modal pemerintah daerah. 

Berdasarkan pada pengertian pelepasan tanah yang terdapat pada Perda 

Surabaya No. 16/2014, maka dapat disimpulkan bahwa bentuk 

pemindahtanganan BMD yang digunakan oleh Pemkot Surabaya adalah 

penjualan karena Pemegang IPT diwajibkan untuk memberikan kompensasi 

dalam bentuk uang. Penjualan tidak dapat dilakukan oleh Pemkot Surabaya 

karena tanah masih digunakan oleh Pihak Lain yaitu Pemegang IPT dan tidak 

memenuhi persyaratan teknis (tidak dinyatakan dalam Perda Surabaya No.16/ 

2014 bahwa pemindahtanganan dilakukan karena lokasi tanah tidak sesuai 

dengan tata ruang wilayah, namun untuk memberikan hak atas tanah kepada 

Pemegang IPT yang memenuhi syarat dan ketentuan yang ditetapkan), 
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persyaratan ekonomis (Pemkot Surabaya mendapatkan retribusi dari Pemegang 

IPT, sehingga Pemkot Surabaya tetap mendapatkan keuntungan, meskipun 

tanah tidak dijual), dan persyaratan yuridis (Pemkot Surabaya tidak dapat 

membuktikan sertifikat Hpl terhadap sebagian tanah yang ia klaim sebagai 

BMD Pemkot Surabaya).  

5.1.3 Permohonan Hak Atas Tanah Oleh Pemegang Izin Pemakaian   

   Tanah Di Kota Surabaya  

Telah dijelaskan pada bagian sebelumnya, bahwa IPT diberikan oleh 

Walikota Surabaya/Pejabat yang ditunjuk kepada Pemegang IPT di atas tanah 

yang telah bersertifikat Hpl Pemkot Surabaya dan di atas tanah yang belum 

bersertifikat Hpl Pemkot Surabaya. Berdasarkan hal tersebut, untuk tanah yang 

belum bersertifikat Hpl Pemkot Surabaya, maka tanah kembali menjadi tanah 

negara. Pemegang IPT dapat mengajukan permohonan hak atas tanah di atas 

tanah negara tersebut. Kemudian, apabila Pemegang IPT telah memenuhi 

syarat-syarat terkait permohonan hak atas tanah di atas tanah negara seperti 

yang telah dijabarkan pada Bab IV, maka Pemegang IPT dapat memperoleh 

hak atas tanah di atas tanah negara. Selain itu, Pemegang IPT dapat 

mengajukan permohonan hak atas tanah di atas tanah hak yaitu Hak Pakai atau 

Hpl Pemkot Surabaya dengan ketentuan bahwa tanah hak tersebut harus 

dilepaskan terlebih dahulu oleh Pemkot Surabaya, sehingga menjadi tanah 

negara. Setelah menjadi tanah negara, maka Pemegang IPT dapat memperoleh 

hak atas tanah di atas tanah negara apabila telah memenuhi persyaratan-

persyaratan yang ditentukan.  

5.2. Saran  

Dalam penulisan hukum ini, Penulis mencoba untuk menarik aspek-aspek 

negatif yang menurut Penulis mungkin akan timbul sehubungan dengan analisa 

yang telah dikemukakan pada Bab IV. Penulis akan memberikan saran yang 

memadai dan relevan terkait dengan aspek-aspek negatif tersebut. Adapun 

aspek- aspek negatif dan saran dari penulis adalah, antara lain : 
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1. Praktek Pemakaian Tanah milik/dikuasai oleh Pemkot Surabaya 

dalam bentuk IPT yang diatur dalam Peraturan Daerah Kota 

Surabaya Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Izin Pemakaian Tanah 

bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 

tentang Perbendaharaan Negara, Peraturan Pemerintah Nomor 27 

Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang 

Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, Peraturan Menteri 

Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 

Tahun 1999 Tentang Tata Cara Pemberian Dan Pembatalan Hak 

Atas Tanah Negara Dan Hak Pengelolaan, dan Peraturan Daerah 

Kota Surabaya Nomor 14 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Barang 

Milik Daerah. Saran dari penulis adalah Peraturan Daerah Kota 

Surabaya Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Izin Pemakaian Tanah 

dihapuskan dan IPT sebaiknya diganti dengan menggunakan 

bentuk pemanfaatan tanah Hpl oleh pihak ketiga yaitu dengan 

menggunakan Perjanjian Penggunaan Tanah atau menggunakan 

bentuk pemanfaatan BMD seperti sewa, KSP, BGS/BSG, dan 

KSPI. Dengan menggunakan salah satu dari kedua bentuk 

pemanfaatan tersebut, lebih memberikan kepastian hukum bagi 

Pemegang IPT. 

2. Pemindahtanganan BMD berupa tanah Pemkot Surabaya dalam 

bentuk penjualan  tidak dapat dilakukan. Pemindahtanganan 

berdasarkan Perda Surabaya diperuntukan untuk tanah yang 

dimiliki/dikuasai oleh Pemkot Surabaya dan tercatat dalam Daftar 

BMD. Saran dari penulis adalah sebaiknya tidak dilakukan 

pemindahtanganan BMD untuk tanah yang dapat dibuktikan 

sertifikat Hplnya oleh Pemkot Surabaya, namun menggunakan 

bentuk pemanfaatan tanah Hpl oleh pihak ketiga dengan 

menggunakan Perjanjian Penggunaan Tanah atau menggunakan 

bentuk pemanfaatan BMD seperti sewa, KSP, BGS/BSG, dan 
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KSPI.  Kemudian, untuk tanah yang belum bersertifikat Hpl 

Pemkot Surabaya, maka tidak dapat dilakukan pemindahtanganan 

BMD, karena tanah kembali menjadi tanah negara. Berdasarkan hal 

tersebut, maka Pemkot Surabaya maupun Pemegang IPT dapat 

mengajukan permohonan hak atas tanah di atas tanah negara 

tersebut. Pemkot Surabaya mengajukan permohonan pemberian 

Hpl di atas tanah negara kepada Kepala Badan Pertanahan 

Nasional Republik Indonesia melalui Kepala Kantor Pertanahan 

Kabupaten/Kota yang wilayah kerjanya meliputi letak tanah yang 

bersangkutan, sedangkan Pemegang IPT mengajukan permohonan 

hak atas tanah di atas tanah negara kepada Menteri melalui Kepala 

Kantor Pertanahan yang daerah kerjanya meliputi letak tanah yang 

bersangkutan. Kemudian, akan diketahui siapa yang berhak atas 

tanah negara tersebut.  
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